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ABSTRAK 

 

Pemberian Hak Tanggungan hanya akan terjadi bilamana sebelumnya diadakan 

perjanjian pokok yang berupa perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan 

hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan, sesuai 

dengan accesoir dari perjanjian hak tanggungan. Kantor BPN melakukan 

pemblokiran terhadap sertifikat dengan alasan sedang dalam masa kerjasama 

sehingga orang lain adalah orang yang berkepentingan, maka dilakukanlah 

pemblokiran terhadap sertifikat yang sedang terpasangan hak tanggungan oleh 

BPN. Adapun permasalahan yaitu : (1) Apakah alasan pemblokiran hak milik atas 

tanah yang dibebani hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Padang? (2) 

Bagaimana akibat hukum sertifikat hak milik atas tanah yang dibebani hak 

tanggungan dengan adanya pemblokiran? (3) Bagaimana pembebasan atau 

pencoretan blokir di Kantor Pertanahan Kota Padang? Tipe penelitian yang 

digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui alasan pemblokiran hak milik atas tanah yang dibebani hak 

tanngungan di Kantor Pertanahan Kota Padang, Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa (1) Kantor Pertanahan Kota Padang telah melakukan pemblokiran 

terhadap sertipikat hak milik yang telah dibebani Hak Tanggungan, Kantor 

Pertanahan Kota Padang lebih selektif dalam melakukanpengkajian dan analisa 

permohonan pemblokiran dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, (2) 

Sertifikat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan, akan mempunyai 

kekuatan hukum sebagai Droit de preferent. Pemblokiran menetapkan keadaan 

status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara artinya 

terhadap sertipikat tersebut kekuatan hukumnya tetap sah, tetap merupakan alat 

bukti yang terkuat akan tetapi tidak bisa dilakukan perbuatan hukum atau 

peristiwa hukum. (3) Proses hapusnya catatan blokir yang diajukan oleh 

perseorangan adalah 30 hari sejak tanggal pencatatan blokir, kecuali kalau di 

blokir berdasarkan gugatan di Pengadilan. 
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ABSTRACK 

 

The granting of Mortgage Rights will only occur if previously a principal 

agreement was held in the form of an agreement which gave rise to a legal 

relationship of debts and receivables whose repayment is guaranteed with the 

Mortgage right, in accordance with the accesoir of the Mortgage agreement. The 

BPN office has blocked the certificate on the grounds that it is in a period of 

cooperation so that other people are interested persons, so the BPN has blocked 

the certificate that is being installed with mortgage rights. The problems are: (1) 

What is the reason for blocking ownership rights to land burdened with mortgage 

rights at the Padang City Land Office? (2) What are the legal consequences of 

ownership rights certificates over land that are burdened with mortgage rights due 

to the blocking? (3) How is the blockade cleared or crossed out at the Padang City 

Land Office? The type of research used is sociological juridical where this 

research aims to find out the reasons for blocking property rights over land 

burdened with mortgage rights at the Padang City Land Office. The results of this 

study indicate that (1) the Padang City Land Office has blocked certificates of 

property rights burdened with Mortgage, the Padang City Land Office is more 

selective in conducting studies and analysis of requests for blocking by using the 

precautionary principle, (2) Certificates that have been burdened with Mortgage 

Rights, will have legal force as Droit de preferent. Blocking determines the status 

quo (freezing) of temporary land rights, meaning that the certificate remains valid, 

remains the strongest evidence, but legal action or legal proceedings cannot be 

carried out. (3) The process of deleting a blocked record submitted by an 

individual is 30 days from the date of the blocking record, unless it is blocked 

based on a lawsuit in court. 
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